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BUPA'fI C]ANJUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur
Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan d:rn pelayanan masyarakat di wilayah
Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani
sebagian Llrusit n otonomi daerah;

b. bahwa sesuai dcngan ketentuan pasal 126 ayat (2)
lJndang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tlntang
Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan
tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi d:rerah I

c. bahwa -berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b; perlu
menetapkan pcrzrturan Bupati Cianjur tentangpelimpahan Sr:bagian Kewenangan Bupati Cianjui
Kepada Camat di Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah_Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah
diubah dengan lJndang_undang Nomor 4 Tahun 196g
tentang pembcntukan Kabupaten purwakarta clan
Kabupaten Subar-rg dengan Mengubah Undang_Undang
Nomor 14 T:rhlrn 195O tentang pembentukan Daerah_
DaerAh Kabupa tcn Daiam Lingkungan propinsi Djawa
Barat (Lembarern Negara Republik Indonesia tahun
1968 Nomor. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 295 l. );
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELIMPAHAN SEBAGIAN KTWENANGAN BUPATI CIANJUR
KEPADA CAMAT D] KABUPATEN C]AN.JUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Bupati ini yang dinraksud dengan:

)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I2E, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir
9""S3r_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedr:a Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tc.ntang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republil< Indonesia Tahun 20Og Nomor 59,
Tambahan Lcmbaran Negarer Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20Og tentang
Kecamatan (l,embaran Negara Republik Indonesi.a
tahun 2O0B Nornor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indorresia);

Peraturan Perrrerintah Nomor 38 ?ahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesizr Nomor 474TJ;

Peraturan Dtrcrah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2O0B tentang Umsan pemerinl.ahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur 1'ahun 2O0g Nomor 03 Seri
D);

Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DpRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seruas-luasnya daiam sistem d"anprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah adalah. Bupati beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Cianjur.
Bupati adalah Bupati Cianjur.
Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat adalah
pendelegasian sebagaian kewenangan pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan otonomi daerah dari Bupati cianjur kepada camat di
Kabupaten Cianjur.
urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/alau susunan p"*i.int"-nu.,
untuk mengatur dan menguru s fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangannya dalam ranqka melindunsi. melavani,r,"..,1,.".{o..ot .-
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Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerahKabupaten Cianjur.
Camat adalah Camat di Kabupaten Cianjur.

BAB II
TUJUAN
pasal 2

Tujuan peiimpahan sebagian kewenzrngan Bupati kepada Camat adalah:
a' untuk mclaksanakan fungsi perayanan kepada masyarakat yang efektifdan efisien; dan
b. untuk mendekatkan dan mempercepat pemberian pelayanan kepadamasyarakat.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3
(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksanateknis kewilayahan yang mempunyai wilayah f..4" ?".tJ"iJ"a""dipimpin oleh Camat.
(2) camat berkedudukan di btrwah cran bertanggung jawab kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah_

Pasal 4
Camat menvelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;b. mengkoordinasikan upayzr penyelen5igaraan ketenteraman danketertiban umum;
c. mengkoordinasikan penerallan dan penegakan peratllranperundang-undangan;
d. mengkoordinasikan pemt':liharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum;
e. mengkoordinasikan penyelcnggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ataukelur:rhan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkuptugasnSra.

Selain tugas sebagaiman_a dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakankewenangan pemerintahan yur-rg iili^pafrU'n otefr Bupati ;;;menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. pembinaan;
d. penga!\'asan;
e. fasilitasi;
f. penetapan;
g. penyelenggaraan;dan
h. kewenangan lain yang dilimpairkan.

(1)

(2\



(3)

(4)

+

Pelaksanaan kevrenangan Camat sebagaimana dimaksud pada
mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan p"a"
Kecama.tan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pelimpahan sebagian kewcwcnangan Bupzrti kepada
sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) dilakukan berdasarkan
eksternalita s dan efisiensi.

ayat (2)
lingkup

Camat
kriteria

BAB III
KEWENANGAN YAIVG DILIMPAHKAN

Pasal 5
Pelimpahan sebagian kewenangan r],pati kepada camat meriputi urusan
wajib dan urusan pilihan.

Pasal 6
(1) Urusan u'ajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah urusan

pemerintahan yang wajib diselcnggarakan berkaitan dengan pelayanan
dasar.

(21 Urusan wajib sebagaimana dimerksucl pada ayat (1) meliputi:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. lingkungan hidup;
d. pekerjaan umum;
e. penataan ruang;
f. perencanaanpembangunan;
g. perumahan;
h. pemuda dan olah raga;
i. penanaman modal;
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k. kependudukan dan catatan sipii;
1. ketenagakerjaan;
m. ketahanan pangan;
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;o. keluarrga berencana dan keluarga sejahtera;
p. perhubungan;
q. komunikasi dan informatiker;
r. pertanahan;
s. kesatuan bangsa dan politit< dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerin tahan umum, administrasi keuangan

daerah; perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
u. pemberdayaan mhsyarakat d:rn desa;
v. sosial;
w. kebudayaan;
x. statistik;
y. kearsipan; dan
z. perpustakaan.

Pasal 7
(1) urusan pilihan sebagaimanzr c{im'ksud dalam pasal 5 adalah urusan

Pemerintahan yang secara nyata ada dan beroperasi untuk
meningkatkan kesejahteraen masyarakat sesuai dengan karakteristik
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(2\ Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
kelautan dan perikanan;
pertanian;
kehutanan;
energi dan sumber dava mine ral;
pariu'isata;
industri;
perdergangan; dan
tran smigrasi.

BAB IV
PEMBIAYAAN, PERSONAL SERTA SARAITA DAN PRASARANA

Pasal 9
Pelimpahan sebagian kewenangan
pembiayaan, personal serta sarana
dengan berpedoman pada peraturan

Pasal 8
Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
sebagaimana dimaksud dalam pas.l s tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian tidak terpisahkan dari Pr:raturan Bupati ini.

(r)

(2)

(s)

B rrpati kepada Camat disertai dengan
clern prasarana untuk melaksanakannya
perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 1O

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menj adi kewenangannya.

Pembinaan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati
kepada Camat dilakukan oleh perangkat Daerah tingkat Kabupaten
dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pengawasan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati
kepada camat ditakukan oleh rcmbaga teknis dairah yang membidangi
penga$rasan,

. BABVI
PELAPORAN

Pasal lL
91*", wajib melaporkan pelaksana.an penyelenggaraan kewenangan yang
dilimpahkan Bupati kepada camzrt. setiap I (satu) bulan sekaf kepada
Bupati melalui sekretaris Daerah sclambat-lambatnya tanggal 10 sitiap
bulannya.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati cianjur
Nomor 09 Tahun 2oo4 tentang pelimbahan Sebagian i<e*enarrguo
Pemerintahan oleh Bupati Kepada camat (Berita Daerah Kabupaten cianjur
lahun 2oo4 Nomor 17) sebagaimana tela-h diubah dengan Keputusan eupati
cianjur Nomor 19 Tahun 2005 tentang perubahan pertama Atas Keputusan
Bupati cianjur Nomor o9 Tahun 2004 tentang perimbahan sibagian
Kewenangar Pemerintahan oleh Bupati Kepada camat {Berita Daerah
Kabupaten cianjur Talun 2005 Nomor l9), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal I I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

di Cianjur
28 Desember 2012

S DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

ALI

BERITA DAEMH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 64



Urusan

Otonomi Daerah,
Pemerintahan UmLrrn
Administrasi Keuarrgi-rn
Daerah, Perangkat darerah
dan Persandian

Strtr IJr

Otonomi Da,.
3

Pemerintah,

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR TAHUN
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAG]AN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI KABUPATEN CIANJUR

rs;lrI Rincian Urusan
4

Pelaksanaan kebijakan norrna standar
prosedur dan kriteria (NSpK) urusan
pemerintahan
N4enyampaikan bahan penyusunan
LPPD Kabupaten
F asilitasi penataan wilayah
kecamatan/ desa/ keluranan
Pelaksanaan kebijakan penataan wilayah

F asilitasi penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah/wakil kepala daerah tk
kecamatan
Penyampaian bahan laporan LKpJ
Inspektur upacara dalam perlngatan
hari besar nasional tk kecamatan
M engoordinasikan penyeienggaraan
acara resmi dan kenegaraan yang
drselenggarakan di kecamatan

:r L mum I hoordinasi urusan pemerintuh.n ,ung
I d I r ugaspembantuankan kepada desa

I Fastlitasi kerjasama desa dengan nihak
I krtiga dalam wilayah kerlanya
I Pelaporan pelaksanaan kerja sama desa

I dongun pihak ketiga dalam wrlayah

I kerjanya

l- koordinasi dalam harmonisasi
h ubungan antar desa/kelurahan dan
instansi lainnya dalam wilayah
kecamatan

- Iioordinasi dan fasilitasi konflik antar
clesa/ kelurahan di wilayahnya
hoordinasi Pelaksanaan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat

- h oord rnasi penegakan HAM
Penetapan bahan kebijakan data
Toponimi {Rupabumi) wilayatr
kecamatan
Pengelolaan data toponimi {rupabumi)
wilayah kecamatan
J r lventarisasi dan laporan toponimr
(r'upabumi) wilayah kecamatan
Koordinasi pengembangan wilayah
perbatasan

- Xoordinasi penanggulangan bencana

t\e llangan - Perencanaan anggaran kecamatan
Pelaksanaan Perda tentang ApBD
Evaluasi Rancangan ApBDes

- Evaluasi APBDes
Supervisi, evaluasi pelaksanaan
Retribusi Desa
Evaluasi Raperdes tentang Retribu sr
L)esa dan Pungutan lainnya
koordinasi pembinaan pengembangan
BUM Des

- Evaluasi pelaporan pengelolaan DAU
Desa

- Usulan program/ kegiatan yang drclanai
clari DAK

' Penvamnaian hahan lannra-



Masy;, raka r

eeranliti- i, ,. i rh

Kepegru';riir

Persandr.rn

Kelurahan

Pengernlrar-r Lr

Sosral Burlri .l

Pemerrn tahr r I r t lesa dan-

l)ar'l1sipasi

liehidupan
llasyarakat

i.oordinasi a.n f""ilituITJ,r,lr.ilovl"i
I' mbaga adat budaya masvarakar

Pengernbanl
Masyar-akat

I aporan hasil evatuasftEliliiilli qpB
I)esa
I asihr asi penyusunan ApBDcsa

I'erangkat Daerah
I'elaksanaan kebijakan teknis.
tatalaksana, dan analisis jabatan
perangkat daerah

Ltsulan lormasi pl.lSD
l'enandatanganan Dp3 instansi yang ada
<lalam lingkup kecamatan

- lJ sulan Kenaikan pangkat/golongan
Penetapan kenaikan gaji berkala

- [.]sulan Peserta diklat fabatan
struktural/ Iungsional)

- tjsulan pengangkatan dalam jabatan
struktural/fungsional dalam lingkup
kecamatan
l'elaksanaan pemutakhiran data pNSD
dalam lingkup kecamatan

t'enye I e n ggara-nlEGf, GG! an
I'enyelenggaraan komunikasi persa nd ian
ciengan Pemkab

penyelenggaraan pemerintahan
clesa/ kelurahan
Pembinaan dan pengawasan
administrasi pemerintahan
desa/kelurahan
i\f onitonng dan evaluasi admrnlslrasi
pemerintahan desa/kelurahan
Rekomendasi usulan
pembentukan/pemekaran desa
Koordinasi dan fasilitasi usulan
pembentukan/pemekaran desa
Pembinaan dan supervisi
pemben tukan/ pemekaran desa
Rekomendasi usulan penrngkatan s tal us
clesa menjadi kelurahan
Fasilitasi pembentukan BpD
Fasilitasi penJrusunan tata tertib RpD
Pembinaan dan Supervisi anggora BpD
Pelantikan Anggota BpD
Pembinaan dan supervisi Kepala Desa
Pelantikan kepala desa terpiiih dan
penjabat kepala desa

Pelaksanaan kebt;fli-NSpK brd.ng--
kelembagaan dan partisifasi masvarakat- lioordinasr dan fasilitasr pengrsid..t profil
clesa

- Pengolahan profil desa menjacli profil
kecamatan

- Menyampaikan profil kecamatan ke
I,emkab
Koordinasi rian fasilitasi manaJemcn
pembangunan partisifatif di kecamatan

F asilitasi penyelenggaraan
Musrenbangkec

hoordrnasi dan fasilitasi pemberdavaan


